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RINGKASAN

Wardatil Fitri PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
NIM 210510156 NEGERI TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA DI INDONESIA
(Dr. Hamdani, S.H., LL.M. dan Tasyukur, S.H., M.H.)

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena
selain sebagai wadah untuk membentuk keluarga, perkawinan juga mencakup
hubungan antar individu serta hubungan keperdataan. Selain itu, perkawinan juga
mengandung unsur spiritual, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksaminasi putusan hakim pengadilan
negeri tentang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, serta mengetahui
putusan hakim pengadilan negeri dalam menyeimbangkan antara kepentingan
agama dan kepentingan hak sipil pada perkara perkawinan beda agama di
Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang
merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas
dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah, data yang diperoleh
dalam penelitian ini melalui metode kepustakaan (Library Research).

Hasil penelitian skripsi ini bahwa terdapat dua pola dalam mengajukan
permohonan pencatatan perkawinan ke pengadilan. Pola pertama (Putusan Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby), pasangan yang sudah menikah dengan perbedaan agama
dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan izin agar
perkawinan mereka dicatatkan secara sah. Pola kedua (Putusan Nomor
71/Pdt.P/2021/PN.Bla), pasangan yang belum menikah namun memiliki perbedaan
agama harus mengajukan permohonan kepada pengadilan sebelum melangsungkan
perkawinan. Hakim dalam perkara perkawinan beda agama, seperti yang tercermin
dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor
71/Pdt.P/2017/PN.Bla, berusaha menyeimbangkan kepentingan agama dan hak
sipil. Hakim mempertimbangkan larangan perkawinan beda agama dalam ajaran
agama, tetapi juga harus memperhatikan prinsip hak sipil, seperti kebebasan
beragama dan hak menikah yang dijamin konstitusi. Namun, setelah diterbitkannya
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, hakim dilarang
memberikan izin untuk pencatatan perkawinan beda agama.

Disarankan kepada pengadilan perlu menyusun pedoman yang konsisten
untuk pencatatan perkawinan beda agama guna menghindari ketidak pastian
hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang
melarang izin pencatatan perkawinan beda agama lebih mengutamakan kesatuan
agama untuk menjaga stabilitas sosial dan keluarga, dan keputusan ini sebaiknya
dihormati dan dilaksanakan.

Kata Kunci: Perbandingan, Perkawinan, Beda Agama.
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SUMMARY

Wardatil Fitri  COMPARISON OF DISTRICT COURT JUDGE'S
NIM 210510156 DECISION ON REGISTRATION OF INTER-
RELIGIOUS MARRIAGES IN INDONESIA
(Dr. Hamdani, S.H., LL.M. dan Tasyukur, S.H., M.H.)

Marriage is a very important thing in human life, because apart from being a
forum to form a family, marriage also includes relationships between individuals
and civil relationships. In addition, marriage also contains a spiritual element,
namely the relationship between humans and God. This study aims to find out the
examination of the decision of the district court judge on the registration of
interfaith marriage in Indonesia, as well as the decision of the district court judge
in balancing the interests of religion and the interests of civil rights in the case of
interfaith marriage in Indonesia.

This study uses a normative juridical research method, which is a legal
research that focuses on rules or principles in the sense that law is concepltualized
as norms or rules, the data obtained in this study through the library research
method.

The results of this thesis research show that there are two patterns in
submitting an application for marriage registration to the court. The first pattern
(Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby), married couples with religious
differences can apply to the court to obtain permission for their marriage to be
legally recorded. The second pattern (Decision Number 71/Pdt.P/2021/PN. Bla),
couples who are not married but have religious differences must apply to the court
before getting married. Judges in interfaith marriage cases, as reflected in Decision
Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby and Decision Number 71/Pdt.P/2017/PN. Bla,
trying to balance the interests of religion and civil rights. Judges consider the
prohibition of interfaith marriage in religious teachings, but must also pay attention
to civil rights principles, such as freedom of religion and the right to marriage
guaranteed by the constitution. however, after the issuance of the Supreme Court
Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023, judges are prohibited from granting
permission for the registration of interfaith marriages.

It is recommended to courts need to develop consistent guidelines for the
registration of inmterfaith marriages to avoid legal uncertainty. Supreme Court
Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 which prohibits permits for the
registration of interfaith marriages prioritizes religious unity to maintain social and
Jfamily stability, and this decision should be respected and implemented.

Keywords: Comparison, Marriage, Interfaith.
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